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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab –Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
 د dal d De 
 ذ  żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
ش sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik bawah) 
x 
 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ى nun n En 
و wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
ى ya y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 





Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ا fatḥah A a 
  ا Kasrah I i 
  ا ḍammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ۍ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
  و ى fatḥah dan wau au i dan u 
 
Contoh: 
  ﻒ ﻳ ﻛ    : kaifa 
ڶ  و ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







  ی ...  | ا … 
fatḥah dan alif atau 
yā’ 
ā a dan garis di atas 
ﻲ kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 




ََتاَم : māta 
ىَمَر : ramā 
ََلِْىق : qīla 
َُتَْوَُمي : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah  
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marb-
ūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
  لا ف ط  لْا  ة  ض  و  ر  : rauḍah al-atfāl 
  ة ل  ضا ف لا ة ٌ ﻳ  د  و ل ا : al-madīnah al-fāḍilah 
  ة  و  ك  ح ل ا : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda tasydīd (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 





ا ٌَّب  ر :rabbanā 
ا ٌ ﻴ َّج ً : najjainā 
  ك  ح ل ا : al-ḥaqq 
  ن ِّع ً : nu’’ima 
  د  ع  و  :‘aduwwun 
Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  يى ى), 
maka ditransliterasikan dengan huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
  ي ل  ع : ‘Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)  
  ي ب  ر  ع : ‘Arabī (bukan „Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا (alif lam 
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 
baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 
mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata 
yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
  ص  وَّشل ا :  al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
  ة ل  س ل َّسل ا : al-zalzalah (bukan az-zalzlah) 






Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
  ى  و  ر  ه أ ت : ta’murūna 
  ء  ﻲ ش  : Syai’un 
  ت  ر  ه أ  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh, contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 




9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
  الله  ي ﻳ  دdīnullāh     لل ا ب billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:  
    الله  ة  و  ح  ر  ﻲ ف  ن ھ Hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, bulan) 
dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 




Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Nasr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 




B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = Subhanahuwa Ta’āla 
saw.   = shallallāhu ‘alaihi wasallam 
a.s. = ‘alaihi al-salām 
Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 




H = Hijriyah 
M = Masehi  
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. = Wafat tahun 
QS…/…:4  = QS al-Baqarah/2:4 
HR = Hadis Riwayat 
t.p. = Tanpa penerbit 
t.t. = Tanpa tempat 
t.th.       = Tanpa tahun 





Nama    : Ahsanul Khalisin 
Nim    : 10300112062 
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Judul    : Euthanasia Dalam Persfektif Hukum Pidana Islam 
Skripsi ini berjudul Euthanasia dalam Persfektif Hukum Pidana Islam yang 
bertujuan untuk : 1) mengetahui konsep tentang Euthanasia, 2) mengetahui 
kedudukan Euthanasia dalam persfektif hukum pidana Islam. 
Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan kepustakaan yang disebut pula 
dengan istilah Library Research yang menggambarkan secara sistematis, normatif, 
dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.Pendekatan yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan  Yuridis, pendekatan  
Historis, dan pendekatan Syar’i yang mengkaji permasalahan atau persoalan 
Euthanasia Dalam Persfektif Hukum Pidana Islam.Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara 
lain dari kitab-kitab,  buku bacaan,   naskah sejarah,  sumber bacaan media massa 
maupun sumber bacaan lainnya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan Di Indonesia sendiri, dalam KUHP Pidana 
belum mengatur secara eksplisif dan khusus mengenai perbuatan Euthanasia, oleh 
karena itu jika terjadi kasus Euthanasia maka hukum yang diberlakukan masih sangat 
umum. Euthanasia dianggap sebagai pembunuhan, memenuhi rumusan beberapa 
pasal berikut : 
1) Pasal 338 KUHP  tentang pembunuhan dengan penjara selama-lamanya lima 
belas tahun. 
2) Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau 
penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua 
puluh tahun. 
3) pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban dihukum 
penjara selama-lamanya dua belas tahun. 
4) Pasal 345 KUHP tentang membantu seseorang untuk bunuh diri dihukum 
penjara selama-lamanya empat tahun. 
Dalam syariat Islam perbuatan Euthanasia itu dilarang karena sesungguhnya 
hidup dan mati yang menentukan hanya Allah SWT manusia tidak dapat 
mempercepat atau memperlambat ajal seseorang karena hanya Allah SWT yang 
menentukan ajal (kematian) seseorang. 
  Implikasi atau tujuan dari hasil penelitian ini Euthanasia merupakan sebuah 
pelanggaran terhadap Hukum, baik hukum Nasional maupun Hukum Islam. Agar 
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Euthanasia tidak terjadi pemerintah serta legislator perlu membuat dan mengatur 
secara tegas mengenai perbuatan Euthanasia karena untuk saat ini di dalam KUHP 
Pidana belum mengatur secara spesifik mengenai Euthanasia itu sendiri. Sudah 
saatnya Hukum di Indonesia terutama dalam KUHP pidana mengatur Euthanasia 
secara eksplisit alasannya karna hukum akan ketinggalan dengan kondisi masyarakat 
jika tidak segera ada pengaturan, karna ilmu dan teknologi kedokteran semakin 
berkembang, selain itu dapat pula memberikan perlindungan kepada pasien terhadap 
proses Euthanasia. Selain itu untuk para tenaga kesehatan untuk lebih memperhatikan 






A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat pada 
akhir-akhir ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang demikian cepat dalam 
kehidupann sosial budaya umat manusia. Hal ini disebabkan oleh makin banyaknya 
penemuan-penemuan teknologi modern, yang tentunya bertujuan untuk kemanfaatan 
kehidupan dan kepentingan umat manusia dengan segala konsekuensinya. Di antara 
penemuan-penemuan teknologi yang tidak kalah penting dan juga demikian pesatnya 
adalah penemuan dalam bidang kedokteran. Dengan adanya perkembangan di bidang 
teknologi kedokteran ini, maka diagnosa mengenai suatu penyakit dapat dilakukan 
dengan lebih sempurna dan akurat, sehingga pengobatannya pun dapat dilakukan 
secara efektif. 
Dalam perkembangan selanjutnya, dengan peralatan kedokteran yang modern 
itu, penderitaan dan rasa sakit seorang pasien dapat diperingan. Hidup seorang pasien 
pun dapat diperpanjang untuk suatu waktu tertentu dengan menggunakan obat dan 
alat tetentu. Namun kenyataannya, meskipun teknologi di bidang kedokteran 
demikian maju, masih ada beberapa pasien yang tidak dapat dihindarkan dari 
penderitaan yang berat. Seseorang pasien yang mengidap penyakit tertentu, yang 
memang sulit penyembuhannya, seperti penyakit kanker ganas, akan mengalami 




kematian telah datang. Namun kematian itu sendiri merupakan suatu misteri yang 
sulit untuk ditebak, karena pada umumnya tidak seorangpun dapat mengetahui 
dengan pasti kapan datangnya kematian itu. 
Kematian, bagi sebagian besar umat manusia itu merupakan suatu hal yang 
tidak menyenangkan dan mungkin tidak dikehendaki. Manusia sebagai salah satu 
ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal, pikiran dan rasa. 
Dengan menggunakan akal dan pikirannya tersebut manusia mampu menciptakan 
teknologi untuk mempermudah dalam hal menjalankan aktifitasnya sehari-hari, maka 
dari sinilah manusia terus-menerus berusaha menunda kematian dengan berbagai 
cara, termasuk didalamnya temuan sains dan teknologi untuk menyembuhkan 
kesehatan manusia, tetapi sebaliknya, dengan adanya penemuan-penemuan sains dan 
teknologi tersebut, membawa suatu konsekuensi tertentu kepada ummat manusia 
seperti euthanasia. Padahal yang diharapkan manusia adalah sains dan teknologi 
memfasilitasi kehidupan manusia dengan berbagai kemajuannya. Dalam arti, 
pengembangan sains adalah manifestasi keinginan manusia untuk maju dan juga 
berkembang menyempurnakan hidupnya, dan untuk memecahkan rahasia alam. Salah 
satu pengembangan sains yang membantu dan terkait langsung dengan kesehatan dan 
kehidupan manusia adalah teknologi kedokteran.
1
 
Filosofi dari mati dari sudut pandang agama, mati berarti kembali ke Allah, di 
dunia sudah tidak ada lagi. Sedangkan dari sudut pandang adat, mati berarti baik 
                                                          
1
Arifin Rada, Eutrhanasia dalam Persfektif Hukum Islam, Volume XVIII No. 2 (Ternate: 




jasad maupun nyawanya sudah tidak ada lagi didunia. Dari segi hukum adalah orang 
yang sudah mati pasti akan dianggap sudah tidak bisa mengadakan kegiatan atau 
transaksi hukum. Mati adalah keadaan dimana sudah hilang dari dunia, baik jasad 
maupun nyawanya, berarti tidak ada lagi kegiatan apapun juga.
2
 
Salah satu kasus yang dikemukakan oleh Imron Halimi, S.H. menggambarkan 
betapa beratnya penderitaan seorang pasien dengan penyakit berat. Salah satu dari 
kasus yang dikemukakannya adalah tentang seorang pemuda yang berusia 27 tahun. 
Pada usia 18 tahun, si pemuda pernah mengalami suatu kecelakaan mobil yang 
mengakibatkan kerusakan pada otaknya, dan secara medis ia sudah tidak dapat 
disembuhkan lagi. Selama empat tahun ia terbaring dalam keadaan koma, seolah-olah 




Kasus selanjutnya yaitu terjadi kepada seorang wanita yang Koma selama 3,5 
bulan setelah menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 
2004dengan diagnosa hamil di luar kandungan. Namun setelah dioperasi ternyata 
hanya ada cairan di sekitar rahim. Setelah diangkat, operasi tersebut mengakibatkan 
Siti Zulaeha, 23 tahun mengalami koma dengan tingkat kesadaran di bawah level 
binatang. Sang suami, Rudi Hartonomengajukan permohonan euthanasia ke 
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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tangggal 21 Februari 2005. Permohonan yang 
ditandatangani oleh suami, orang tua serta kakak dan adik Siti Zulaeha.
4
 
Dalam kasus yang dikemukakan menggambarkan bahwa ada penyakit-
penyakit tertentu yang sulit disembuhkan dan pasien dalam keadaan yang sulit 
disembuhkan dan pasien dalam keadaan koma yang berkepanjangan. Keadaan ini 
tentu saja merupakan penderitaan bagi si pasien dan menimbulkan rasa kasihan bagi 
orang lain terutama keluarganya. Kondisi yang demikian kadang-kadang mendorong 
keluarga untuk berfikir apakah tidak sebaiknya si pasien dibantu dengan suntikan 
untuk mempercepat kematiannya, atau dengan kata lain “Euthanasia” terhadap si 
pasien, agar ia cepat terlepas dari penderitaannya.
5
 
Ditinjau kebelakang masalah Euthanasia sudah ada sejak kalangan kesehatan 
menghadapi penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan,sementara pasien sudah 
dalam keadaan merana, putus asa dan kadang-kadang sekarat. Dalam keadaan seperti 
ini tidak jarang pasien memohon agar dapat melepaskan diri dari penderitaan yang 
sangat tak terhingga, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Masalah ini 
semakin sering dibicarakan dan menarik banyak perhatian karena semakin banyak 
kasus yang dihadapi kalangan kedokteran dan masyarakat terutama setelah ada 
temuan baru didunia pengobatan dengan mempergunakan teknologi canggih dalam 
mengatasi keadaan gawat dan mengancam kelangsungan hidup. Banyak kasus yang 




Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positf dan Hukum Islam 




dulu sudah tidak dapat dibantu lagi, namun seiring berkembangnya zaman dan 
teknologi berkembang pesat pasien dengan kondisi yang sama dapat diselamatkan.
6
 
Kontroversi menyangkut Euthanasia (perilaku sengaja dan sadar mengakhiri 
hayat seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan) tidak saja 
santer didiskusikan dikalangan dunia medis, tapi telah merambah ke mana-mana. Dr. 
Jack Kevorkian dari Amerika yang keluar masuk pengadilan akibat tekadnya untuk 
tidak saja membenarkan Euthanasia, tapi bahkan melakukannya secara terbuka, 
menambah semaraknya kontroversi yang diliput secara luas oleh media massa. 
Sampai Agustus 1996, 38 orang tercatat meninggal dengan bantuan Dr. Kevorkian. 
Belum termasuk praktik yang secara diam-diam ia lakukan. Petualangan Kevorkian 
yang ditentang oleh American Medical Association ini belakangan menyulut reaksi 
dikalangan masyarakat terutama masyarakat Muslim. Terungkap bahwa seorang 
dokter muslim spesialis bernama Ali Khalili yang menderita kanker otak mengakhiri 
hayatnya atas bantuan Kevorkian.
7
 
Sekitar tahun 400 SM, sebuah sumpah yang terkenal dengan sebutan The 
Hippocratic Oath yang dinyataknn oleh seorang fisikawan Hipokratis yunani, dengan 
jelas mengatakan: ”Saya tidak akan memberikan obat mematikan pada siapapun, 
atau menyarangkan hal tersebut pada siapapun” The Hippocratic Oath.Sekitar abad 
ke-14 sampai abad ke-20, Hukum Adat Inggris yang dipetik oleh Mahkamah Agung 
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Amerika tahun 1997 dalam pidatonya: Lebih jelasnya, selama lebih dari 700 tahun, 
orang hukum adat Amerika Utara telah menghukum atau tidak menyetujui aksi bunuh 
diri individual ataupun dibantu (Chief Justice Rehnquist). 
Tahun 1920, terbitnya buku yang berjudul Permiting The Destruction Of Life 
Not Worthy Of Life. Dalam buku ini, Alfred Hoche, M.D., dosen psikologi dari 
Universitas Freiburg, dan Karl Binding, dosen Hukum dari Universitas Leipzig, 
memperdebatkan bahwa seorang pasien yang meminta untuk diakhiri hidupnya 
harusdibawah pengawasan ketat, dapat memperolehnya dari seorang pekerja medis. 
Buku ini men-support Euthanasia non-sukarela yang dilakukan oleh Nazi Jerman 
tahun 1935, The Euthanasia Society Of England, atau kelompok euthanasia Inggris, 
dibentuk sebagai langkah menyetujui Euthanasia. Tahun 1939, Nazi Jerman 
memberlakukan Euthanasia secara non-sukarela. 
Di Indonesia sendiri masalah Euthanasia masih belum mendapatkan tempat 
yang diakui secara yuridis dan mungkinkah dalam perkembangan Hukum Positif 
Indonesia, Euthanasia akan mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis. Dewasa 
ini, legalitas Euthanasia berdasarkan KUHP.
8
 Namun dalam hukum pidana terutama 
KUHP jika kita lihat pelaksanaan Euthanasia sebagai suatu perbuatan pidana, maka 
hal-hal yang harus dipertimbangkan apakah perbuatan itu termasuk suatu 
pembunuhan, penganiyaan atau bahkan suatu tindakan pengabaian terhadap pasien 
sehingga meninggal dunia. Dalam hal pembunuhan juga dapat dipisahkann lagi 
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apakah pembunuhan biasa seperti yang dimaksud pasal 338 KUHP, atau pasal 339 
KUHP pembunuhan dengan pemberatan atau bahkan pasal 340  sebagai pembunuhan 
berencana. Euthanasia dapat pula dikaitkan dengan pasal 344 KUHP yaitu tentang 
pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban, atau pasal 345 KUHP sebagai 
membantu perbuatan bunuh diri.
9
 
Apabila dilihat secara sepintas, tindakan euthanasia tersebut seperti termasuk 
pembunuhan, karena tindakan tersebut menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. 
Namun jika dilihat alasannya, yaitu adanya permintaan dari keluarga si korban dan 




Dalam penulisan karya ilmiah ini penyusun bertujuan  menganalisis tentang 
pandangan atau ketentuan Hukum Pidana Islam mengenai Euthanasia karna dalam 
masalah Euthanasia masih banyak pro dan kontra mengenai pembolehan atau 
pelarangannya. Menurut hasil penelitian dari para ahli hukum Islam, tujuan Allah 
SWT membentuk hukum Islam adalah untuk kemaslahatan ummat manusia, baik di 
dunia maupun di akhirat. Tujuan dimaksud, hendak dicapai melalui taklif. Taklif itu 
baru dapat dilaksanakn bila memahami sumber hukum Islam, kemudian tujuan itu 
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tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari diperbudak hawa 
nafsunya, menjadi hamba Allah dalam arti tunduk kepada ketentuanya.
11
 
Maka dari itu sesuai dengan data dan fakta diatas maka penyusun mencoba 
mengkaji dan mencari permasalahan diatas dalam  Hukum Pidana Islam mengenai 
“EUTHANASIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, Rumusan dan Masalah adalah 
Bagaimana Euthanasia Dalam Persfektif Hukum Pidana Islam. 
Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas maka penulis 
membatasi pembahasan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana konsep tentang Euthanasia ? 
2. Bagaimana kedudukan Euthanasia dalam persfektif Hukum Pidana Islam ? 
C. Pengertian Juduldan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Pengertian Judul. 
Euthanasia berasal dari bahasa Yunani Euthanathos. Eu berarti baik, tanpa 
penderitaan, sedangkan tanathos berarti mati. Dengan demikian Euthanasia dapat 
diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan, ada yang menerjemahkan mati cepat 
tanpa derita.
12
 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , Euthanasia 
merupakan tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk, (baik orang 
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ataupun hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang 
tenang dan mudah atas dasar kemanusiaan. 
Hukum Pidana Islam yaitu merupakan bagian dari Syariat Islam yang berlaku 
semenjak di utusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan 
Khulafaur Rasyidin, Hukum Pidana Islam berlaku sebagai Hukum Publik, yaitu 
hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau 
Ulil Amri, dimana  pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian 
diganti oleh Khulafaur Rasyidin.
13
 
Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul “Analisis 
Euthanasia dalam Perspektif  Hukum Pidana Islam” maka perlu dijelaskan istilah-
isltilah teknis tersebut : 
a) Euthanasia :Tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan   
 makhluk (orang ataupun hewan peliharaan) yang sakit berat atau luka parah. 
b) Persfektif : Pandangan atau tanggapan. 
c) Hukum Pidana Islam: Hukum yang bersumber dari Al-qur‟an dan Hadis yang 
membahas tentang jarimah dan jinayah. 
D. Kajian Pustaka 
Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang 
telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka tersebut dapat dirangkum isi 
pokoknya sebagai berikut. 
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1. Sutarno dalam bukunya yang berjudul Hukum Kesehatan Euthanasia, 
Keadilan dan Hukum Positif Di Indonesia. Dalam buku ini menjelaskan 
seberapa kuat alasan Dokter untuk mengakhiri pasien yang tidak memiliki 
pilihan untuk hidup, jika manusia memiliki pilihan untuk hidup, apakah 
makhluk paripurna ini juga memiliki pilihan untuk mati. 
Namun dalam buku Sutarno ini hanya menjelaskan Euthanasia secara 
umum saja dan dalam hal ruang lingkup Hukum Positif akan lebih dititik 
beratkan dan bahkan dibatasi pada pandangan dalam Hukum Pidana, hal-hal 




2. Cecep Triwibowo dalam bukunya Etika dan Hukum Kesehatan. Buku ini 
mencoba menelaah konsep etik berbagai profesi kesehatan dan peraturan-
peraturan yang berkaitan dalam bidang kesehatan, termasuk Euthanasia. 
Namun dalam buku Cecep Triwibowo ini tidak menjelaskan dan 
menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai dasar hukum tentang 
Euthanasia dalam KUHP maupun Hukum Pidana Islam. 
3. Alwi shihab dalam bukunya yang berjudul Islam Inklusif. Buku ini membahas 
tentang pro dan kontra Euthanasia. 
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Namun dalam buku Alwi Shihab ini hanya menjelaskan mengenai pro dan 
kontra serta kontroversi Euthanasia, namun tidak menjelaskan mengenai 
Hukum tentang Euthanasia itu sendiri. 
4. Wael B. Hallaq dalam bukunya yang berjudul Sejarah Dan Teori Hukum 
Islam. Buku ini membahas tentang modernitas ke arah teori hukum baru. 
Dalam buku ini menyangkut pula mengenai Euthanasia dalam era modernitas. 
Tapi dalam buku ini hanya mengkaji dan membahas Hukum Islam 
secaramodernitas. Maka dari itu penulis menjadikan buku ini sebagai referensi 
dalam tinjauan Pustaka sehingga dapat memperoleh gambaran Pengetahuan 
tentang Modernitas secara spesifik.
15
 
E. Metodologi Penelitian 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan 
suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 
merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah 
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1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yang 
menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang 
menjadi pokok permasalahan. 
2. Pendekatan penelitian 
 Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan  
Yuridis, pendekatan  Historis, dan pendekatan Syar‟i yang mengkaji 
permasalahan atau persoalan Euthanasia Dalam Persfektif Hukum Pidana Islam. 
3. Sumber Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal 
dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah 
sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam 
pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut: 
a) Data primer : Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pokok analisis dalam 
skripsi ini. 
b)  Data sekunder : berupa buku-buku, artikel atau bahan-bahan hukum yang diambil 
dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli mengenai Euthanasia dalam Hukum 
Pidana Islam untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep yang berkaitan 






4. Tekhnik Pengolahan dan Analisis data 
a. Pengolahan Data 
  Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 
lain sebagai berikut: 
1) Identifikasidata adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah 
data yang berhubungan dengan materi Analisis Euthanasia Dalam Persfektif 
Hukum Pidana Islam 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 
pembahasan agar pembuatan dan penulisan  skripsi menjadi efektif dan mudah  
untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas 
suatu masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
didekripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai 





b. Analisis Data 
   Tehnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali 
dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan  
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 
tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut: 
a)  Tujuan umum yaitu: 
Untuk mengetahui Euthanasia dalam persfektif Hukum Pidana Islam. 
b) Tujuan  khusus antara lain sebagai berikut: 
1) Untuk mengetahui konsep tentangEuthanasia. 
2) Untuk mengetahui kedudukanEuthanasia dalam Persfektif Hukum Pidana 
Islam. 
2. Kegunaan  
a) Kegunaan Teoritis 
  Secara teoritis penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan pengetahuan 




memberikan manfaat terutama dalam bidang kesehatan bahwa dalammelakukan 
Euthanasia perlu bersandar atas dasar Hukum tentang Euthanasia. 
b) Kegunaan Praktis 
1) Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia akademisi 
dan masyarakat bahwa Euthanasia memiliki pandangan dan tanggapan 
tersendiri dalam Hukum Pidana Islam. 








TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA 
A. Pengertian Euthanasia 
Euthanasia berasal dari bahasa Yunani Euthanathos. Eu berarti baik, tanpa 
penderitaan, sedangkan tanathos berarti mati. Dengan demikian Euthanasia dapat 
diartikan Mati dengan baik tanpa penderitaan.
17
Sedangkan John Suryadi dan S. 
Koencoro mengemukakan bahwa menurut arti bahasa Euthanasia itu adalah obat 
untuk mati dengan tenang.
18
 Sementera menurut dr. Med. Ahmad Ramli dan K. St. 
Pamuncak, Euthanasia berarti mati suci derita.
19
 
Dari pengertian tersebut dapat diambil intisari bahwa Euthanasia adalah 
usaha, tindakan dan bantuan yang dilakukan oleh seorang Dokter untuk sengaja 
mempercepat kematian seseorang, yang menurut perkiraannya sudah hampir 




Menurut istilah kedokteran, Euthanasia berarti tindakan untuk meringankan 
kesakitan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang yang akan meninggal, juga 
berarti mempercepat kematian seseorang yang berada dalam kesakitan dan 
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penderitaan yang hebat menjelang kematiannya. Kode etik Kedokteran Indonesia 
menggunakan Euthanasia dalam tiga arti: 
1. Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat 
yang beriman dengan nama Tuhan di bibir. 
2. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan member 
obat penenang. 
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas 
permintaan pasien sendiri dan keluarganya.
21
 
Beberapa rumusan lain tentang Euthanasia, antara lain sebagai berikut. 
1. Philo :Euthanasia berarti mati  dengan tenang dan baik. 
2. Suetonis : Euthanasia berarti mati cepat tanpa derita. 
3. Hilman : Euthanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan (Mercy Killing). 
4. Gezondheidsraad Belanda : Euthanasia adalah perbuatan yang dengan sengaja 
memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat untuk 
memperpanjang hidup demi kepentingan pasien oleh seorang dokter atau 
bawahannya yang bertanggung jawab padanya. 
5. Van Hattum (Lamintang, 1986): Euthanasia adalah sikap mempercepat proses 
kematian pada penderita-penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan 
dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan medis, dengan 
maksud untuk membantu korban menghindarkan diri dari penderitaan dalam 
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menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarganya menghindarkan 
diri melihat penderitaan korban dalam menghadapi saat kematiaannya.
22
 
Euthanasia bisa ditinjau dari beberapa sudut, dilihat dari cara dilaksanakan, 
euthanasia dapat dibedakan atas : 
a) Euthanasia pasif 
b) Euthanasia aktif.23 
Euthanasia pasif adalah menghentikan atau mencabut segala tindakan atau 
pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidupnya. Seorang 
pasien yang sedang menjalani perawatan guna kelangsungan hidupnya dilakukan 
tindakan medis melalui berbagai cara termasuk memberi obat. Apabila tindakan 
medis diberhentikan, maka sudah barang tentu pasien ini meninggal. Oleh sebab itu, 
tenaga kesehatan atau dokter ini sesungguhnya melakukan Euthanasia pasif.
24
 
Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara 
medis melalui intervensi aktif oleh seorang petugas kesehatan atau dokter dengan 
tujuan untuk mengakhiri hidup manusia(pasien). Dengan perkataan lain Euthanasia 
aktif adalah tindakan medis secara sengaja melalui obat atau cara lain sehingga 
menyebabkan pasien tersebut meninggal.
25
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Antara Euthanasia pasif dan aktif, seolah-olah ada perbedaan, dimana pada 
Euthanasia pasif dokter membiarkan pasien meninggal, sedangkan pada Euthanasia 
yang aktif dokter bisa dituduh melakukan pembunuhan. Namun dalam hal 




Euthanasia aktif ini dapat pula dibedakan atas: 
a) Euthanasia aktif langsung (direct) 
Euthanasia aktif langsung adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah 
yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup 
pasien. Jenis euthanasia ini dikenal juga sebagai mercy kelling. 
b) Euthanasia aktif tidak langsung (indirect) 
Euthanasia aktif tidak langsung adalah saat dokter atau tenaga kesehatan 
melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun 




Ditinjau dari permintaan Euthanasia dibedakan atas: 
a) Voluntary Euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit dan 
atas kemauannya sendiri. 
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b) Involuntary Euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang lain seperti 
pihak keluarga atau dokter karen pasien mengalami koma.
28
 
B. Fakta Tentang Euthanasia 
Euthanasia sebenarnya bukan masalah baru. Perbuatan ini sebenarnya sudah 
lama dikenal orang, bahkan sudah sering dilaksanakan sejak zaman dahulu kala. Pada 
zaman Romawi dan Mesir kuno Euthanasia ini pernah dilakukan oleh dokter 
Olympus terhadap diri ratu Cleopatra dari Mesir, atas permintaan sang ratu, walaupun 
sebenarnya ia tidak sakit. Cleopatra (60-30 S.M.) seorang ratu yang cantik dapat 
menundukkan dua pria perkasa pada zamannya, yaitu Yulius Caesar dan Markus 
Antonius, penguasa Imperium Romawi. Cleopatra mempunyai ambisi yang sangat 
besar untuk menaklukkan dan mengusai dunia. Akan tetapi ambisinya itu tidak dapat 
tercapai, karena orang yang diharapkan akan memperjuangkannya melalui senat, 
yaitu Yulius Caesar mati dibunuh sebelum sidang dimulai oleh kelompok yang antara 
lain terdiri dari anak angkatnya sendiri yaitu Brutus. Orang kedua yang menggantikan 
Yulius Caesar, yaitu Markus Antonius yang juga bertekuk lutut kepada sang ratu 
gagal pula meraih kemenangan dalam pertempuran, karena ia diakalahkan oleh 
lawannya, yaitu Oktavianus dan kemudian ia mati bunuh diri. Cleopatra yang merasa 
kecewa dan putus asa karena ambisi dan impiannya tidak terwujud, akhirnya meminta 
kepada dokter Olympus untuk melakukan Euthanasia terhadap dirinya. Dengan 
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patukan ular beracun yang disiapkan oleh Dokter Olympus, Cleopatra akhirnya pada 
usia 38 tahun menghembuskan nafasnya yang terakhir.
29
 
Tindakan Euthanasia pada zaman dahulu kala itu banyak didukung oleh 
tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Plato misalnya, telah mendukung tindakan bunuh 
diri yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu untuk mengakhiri penderitaan 
yang dialaminya. Demikian pula Aristoteles telah membenarkan tindakan Infanticide, 
yaitu membunuh anak yang berpenyakitan sejak lahir dan mereka tidak dapat hidup 
menjadi manusia perkasa. Tokoh lain yaitu phythagoras dan kawan-kawannya juga 
telah menyokong tindakan pembunnuhan terhadap oarang-orang yang mengalami 
lemah mental dan moral.
30
 Dalam perang dunia ke dua, Hitler memerintahkan untuk 
membunuh orang-orang sakit yang tidak mungkin disembuhkan dan bayi-bayi yang 
lahir dengan cacat bawaan.
31
 
Hippokrates yang pertama kali menggunakan pengertian Euthanaisa pada 
“sumpah Hippokrates” yang ditulis pada masa 400-300 SM. Sumpah tersebut anatara 
lain berbunyi: “ Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang 
mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu”. Kenyataan 
praktik-praktik Euthanasia zaman dahulu kala dapat ditemukan, misalnya di India 
pernah dipraktikkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam 
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sungai gangga dan di Sardinia orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki 
tertuanya di zaman purba.
32
 
Sumpah Hippokrates jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berbunyi 
sebagai berikut: 
“Saya bersumpah demi Apollo dewa penyembuh, dan Aesculapius dan 
Hygeia, dan Panacea, dan semua dewa-dewa sebagai saksi, bahwa sesuai dengan 
kemampuan dan fikiran saya, saya akan mematuhi janji-janji berikut ini: 
1. Saya akan memperlakukan guru yang telah mengajarkan ilmu ini dengan 
penuh kasih sayang sebagaimana terhadap orang tua saya sendiri, jika perlu 
akan saya bagikan harta saya untuk dinikmati bersamanya. 
2. Saya akan memperlakukan anak-anaknya sebagai saudara kandung saya dan 
saya akan mengajarkan ilmu yang telah saya peroleh dari ayahnya, kalau 
mereka memang mau mempelajarinya, tanpa imbalan apapun. 
3. Saya akan meneruskan ilmu pengetahuan ini kepada anak-anak saya sendiri, 
dan kepada anak-anak guru saya, dan kepada mereka yang telah mengikatkan 
diri dengan janji dan sumpah untuk mengabdi kepada ilmu pengobatan, dan 
tidak pada hal-hal  yang lainnya. 
4. Saya akan mengikuti cara pengobatan yang menurut pengetahuan dan 
kemampuan saya akan membawa kebaikan bagi penderita, dan tidak akan 
merugikan siapapun. 
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5. Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun 
diminta, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang 
sama, saya tidak akan memberikan obat untuk mengugurkan kandungan. 
6. Saya ingin menempuh hidup yang saya baktikan kepada ilmu saya ini dengan 
tetap suci dan bersih. 
7. Saya tidak akan melakukan pembedahan terhadap seseorang, walaupun ia 
menderita penyakit batu, tetapi akan menyerahkannya kepada mereka yang 
berpengalaman dalam pekerjaan ini. 
8. Rumah siapapun yang saya masuki, kedatangan saya itu saya tujukan untuk 
kesembuhan yang sakit dan tanpa niat-niat buruk atau mecelakakan, dan lebih 
jauh lagi tanpa niat berbuat cabul terhadap wanita ataupun pria, baik merdeka 
ataupun hamba sahaya. 
9. Apapun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan seseorang yang tidak 
patut disebarluaskan, tidak akan saya ungkapkan karena saya harus 
merahasiakannya. 
10. Selama saya tetap mematuhi sumpah saya ini, izinkanlah saya menikmati 
hidup dalam mempraktekkan ilmu saya ini, dihormati oleh semua orang, di 
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  Sejak abad ke-19, Euthanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan 
pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa. Pada tahun 1828 Undang-
Undang anti Euthanasia mulai diberlakukan di negara bagian New York, yang pada 
beberapa tahun kemudian diberlakukan pula di beberapa negara bagian yang lain. 
Setelah masa Perang Saudara, beberapa advokat dan beberapa Dokter mendukung 
dilakukannya Euthanasia secara sukarela. 
  Kelompok-kelompok pendukung Euthanasia mulanya terbentuk di Inggris 
pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungan pada 
pelaksanaan Euthanasia agresif, walaupun demikian, perjuangan untuk melegalkan 
Euthanasia tidak berhasil digolkan di Amerika maupun di Inggris. Pada tahun 1937, 
Euthanasia atas anjuran Dokter dilegalkan di Swiss sepanjang yang bersangkutan 
tidak memperoleh keuntungan daripadanya. 
  Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa permohonan dari 
pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang 
mengajukan permohonan Euthanasia oleh dokter sebagai bentuk “pembunuhan 
berdasarkan belas kasihan”. Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu 
tindakan kontroversial dalam suatu program Euthanasia terhadap anak-anak dibawah 
umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, ataupun gangguan 




dengannama T4 atau “Action T4” yang pada masa berikutnya diberlakukan juga 
terhadap anak-anak usia diatas 3 tahun dan para orang jompo atau lansia.
34
 
  Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan kejahatan 
Euthanasia, pada era tahun 1940 dan 1950 maka berkuranglah dukungan terhadap 
Euthanasia, terlebih-lebih lagi terhadap tindakan Euthanasia yang dilakukan secara 
tidak sukarela ataupun karena disebabkan oleh cacat genetika. Uruguay 
mencantumkan kebebasan praktik Euthanasia dalam Undang-undang yang telah 
berlaku sejak tahun 1933. Di beberapa negara Eropa, Praktik Euthanasia bukan lagi 
kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 1902 memperlakukannya sebagai kejahatan 
khusus. Di Amerika Serikat, bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah 
melanggar hukum, satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan Euthanasia 
bagi para anggotanya adalah Belanda. Angota yang telah diterima dengan persyaratan 
tertentu dapat meminta tindakan Euthanasia atas dirinya. Ada beberapa warga 
Amerika Serikat yang menjadi anggotanya. Dalam praktik medis, biasanya tidak 
dilakukan Euthanasia aktif, akan tetapi mungkin ada praktik-praktik medis yang dapat 
digolongkan kedalam Euthanasia pasif.
35
 
  Euthanasia merupakan salah satu contoh bentuk pemaksaan kematian yang 
dilakukan oleh manusia. Said (1989), menyatakan bahwa kematian adalah wewenang 
Tuhan. Maka dokter tidak berhak mencampuri wilayah kekuasaan Tuhan. Juga 
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dinyatakan, bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang sudah ditentukan 
Tuhan, oleh karna itu harus diterima. Manusia bukanlah pemilik mutlak dari 
hidupnya sendiri. Manusia administrator hidup, manusia yang harus mempertahankan 
hidup itu. Dengan demikian, manusia tidak mempunyai hak apapun untuk mengambil 
atau memutuskan hidup baik hidupnya sendiri ataupun hidup orang lain. Euthanasia 
adalah bentuk dari pembunuhan karena Euthanasia mengambil hidup orang lain atau 
hidupnya sendiri (Assisted Suicide). Euthanasia menjadi sala satu cermin dimana 
manusia ingin merebut hak prerogatif dari Tuhan atas kehidupan.
36
 
  Perbuatan Euthanasia merupakan perampasan hak hidup orang lain. Di 
Indonesia, hak hidup dilindungi oleh Undang-undang. Dalam UUD 1945 Pasal 28 A 
dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. Selain itu, pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 juga menyatakan 
hak untuk hidup, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk untuk diakui 
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa adalah hak mutlak bagi setiap manusia. 
Segala upaya untuk merampas hak hidup manusia adalah perbuatan tercela dan 
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  Untuk dapat memahami lebih jauh timbulnya masalah Euthanasia, perlu 
memahami konsep mati. Perubahan pengertian ini berkaitan dengan adanya alat-alat 
resusitasi, berbagai alat atau mesin penopang hidup dan kemajuan dalam perawatan 
intensif. Dahulu bila jantung dan paru sudah tidak bekerja lagi, orang sudah 
dinyatakan mati dan tidak ada pertolongan lagi. Kini keadaan sudah berubah, dalam 
perawatan intensif, jantung yang sudah berhenti dapat dipacu untuk bekerja kembali. 
  Bila demikian, apa yang disebut dengan kematian? Standar mati dari 
berhentinya jantung dan paru ternyata tidak relevan lagi. Pada kerusakan otak yang 
berat, sejumlah fungsi organ dapat dipertahankan secara artifisial. Dalam hal ini, 
penting bagi petugas untuk memperjelas arti mati yang dapat diterima masyarakat, 
sehingga untuk menentukan mati (secara teknis) dokter harus memiliki (secara moral) 
keyakinan untuk mempertemukan keduanya (moral-teknis). Untuk melihat 
permasalahan ini lebih baik, Kartono Muhammad mengemukakan (dikutip dari 
Veatch, Our Last Quest For Responsibility, Yale University Press, New Haven and 
London 1989) sebagai berikut:  
1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir. Konsep ini bertolak dari mati 
berupa berhentinya jantung, organ yang memompa darah mengalir ke seluruh 
tubuh. Dalam peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1981 dinyatakan bahwa 
mati adalah berhentinya fungsi jantung dan paru. Dalam kedokteran, 
teknologi resusitasi telah memungkinkan jantung dan paru yang semula 




perkembangan teknologi, kriteria mati yang ditetapkan Peraturan Pemerintah 
No. 18 tahun 1981 tersebut sebenarnya perlu ditinjau ulang. 
2. Mati sebagai terlepasnya nyawa dari tubuh. Pada umumnya banyak yang 
berasumsi bahwa nyawa terlepas dari tubuh ketika darah berhenti mengalir. 
Tetapi dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang telah dikemukakan 
tersebut, dapatkah nyawa ditarik kembali melalui teknologi resusitasi? Jika 
kita beranggapan bahwa sekali nyawa terlepas, tidak mungkin manusia dapat 
menariknya kembali, maka kriteria berhentinya darah mengalir pada saat 
nyawa meninggalkan tubuh tidak tepat lagi. 
3. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen (irreversible lost ability). 
Dalam pengertian ini, fungsi organ-organ tubuh yang semula bekerja terpadu 
kini berfungsi sendiri tanpa terkendali, karena fungsi pengendali (otak) sudah 
rusak dan tidak mampu mengendalikan lagi. Pandangan ini memang sudah 
sangat teknis, tetapi belum memastikan bahwa otak telah mati tetapi hanya 
mengatakan bahwa otak telah tidak mampu lagi mengendalikan fungsi organ-
organ lain secara terpadu. Pandangan ini diwarnai oleh pengalaman dalam 
teknologi transplantasi organ. Secara teknis medis untuk kepentingan 
transplantasi, memang pandangan ini memadai. Tetapi moral masih menjadi 
pertanyaan, jika organ-organ masih berfungsi, meski tidak terpadu lagi 
benarkah orang tersebut sudah mati? 
4. Hilangnya kemampuan manusia secara permanen untuk kembali sadar dan 




ketiga tersebut, tetapi dengan penekanan nilai moral, yaitu dengan 
memperhatikan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia yang 
digambarkan oleh Henry Beecher sebagai individu yang memliki 
kepribadian, menyadari kehidupannya, kekhususannya, kemampuannya 
mengingat, menentukan sikap, dan mengambil keputusan, mengajukan 




Konsep ini sudah tidak lagi melihat apakah organ-organ lain masih berfungsi 
atau tidak, tetapi apakah otaknya masih mampu atau tidak menjalankan fungsi 
pengendalian, baik secara jasmani maupun sosial. Dalam konsep ini kepentingan 
transpalantasi tidak menjadi pertimbangan utama lagi, tetapi juga tidak dilupakan. 
Pengembangan kriteria mati yang baru bagi dunia kedokteran, secara moral, bukan 
hanya demi kepentingan transplantasi saja, tetapi juga untuk memastikan kapan alat-
alat bantu resusitasi boleh dihentikan. Oleh karena itu, para pakar kedokteran mencari 
tanda-tanda baru tentang kematian yang memenuhi kriteria teknis dan kriteria moral. 
Konsep yang paling dekat dengan konsep ini adalah konsep yang keempat karena 
pusat penggerak berbagai fungsi dalam tubuh manusia itu secara anatomis diketahui 
terletak di batang otak. Bila batang otak sudah mati, dapat diyakini manusia telah 
mati secara fisik dan sosial.
39
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Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia 
dalam Bab III (Hak Asasi Manusia dan Kebabasan Dasar Manusia) bagian kesatu, 
Hak untuk Hidup, pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk 
hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; ayat (2) 
menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, 
sejahtera lahir dan batin; ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat. 
Pada dasarnya pasal-pasal tersebut justru menghargai dan mengedepankan 
Hak Asasi Manusia untuk hidup, bukan sebaliknya. Penghormatan atas hak pasien 
untuk menentukan nasib sendiri dan mengakhiri penderitaannya masih memerlukan 
pertimbangan dari seorang dokter dan tenaga kesehatan lain dalam proses 
penyembuhan pasien. Hal ini mengharuskan dokter dan tenaga kesehatan lain 
mendahulukan proses pembuatan keputusan yang normal dan berusaha bertindak 
sesuai dengan kemauan pasien sehingga keputusan dapat diambil berdasarkan 
pertimbangan yang matang. Pasien harus diberi kesempatan yang luas untuk 
memutuskan nasibnya sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun setelah diberi 
informasi yang cukup, sehingga keputusannya diambil melalui pertimbangan yang 
jelas. 
Beberapa pasien tidak dapat menentukan pilihan pengobatan sehingga harus 
orang lain yang memutuskan apa tindakan yang terbaik bagi pasien. Orang lain di sini 
tentu dimaksudkan orang yang paling dekat dengan pasien, dan dokter harus 




kemanusiaan, Euthanasia tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu 
menolong sesama manusia mengakhiri kesengsaraannya, dan ini dianggap sebagai 
salah satu bentuk rasa kasih. Tetapi keputusan Euthanasia tidak boleh hanya berdasar 
pada rasa kemanusiaan saja, sekalipun dimasukkan ke dalamnya pengertian yang 
tinggi seperti menolongsesamanya lepas dari penderitaan atas dasar kasih maupun 
tindakan sepatutnya sesuai akal sehat.
40
 
Di Negara bagian Washington dulu berlaku larangan dilakukannya Physician 
Assisted Suicide. Namun setelah keputusan Ninth U.S. Circuit Court of Appeals sejak 
1997 telah membatalkan larangan tentang Physician Assisted Suicide, maka kini hak 
untuk mengakhiri hidup telah diperbolehkan, Komite ad hoc dan menghasilkan 
rekomendasi mengenai boleh/ tidaknya mengakhiri hidup pasien penderita brain 
death, yaitu bila memenuhi unsur-unsur: 
a. Unreceptivity and unrespondesiveness (kehilangan daya tanggap/reaksi). 
b. No spontaneous movements or breathing (tanpa gerak spontan dan nafas). 
c. No reflexes (tanpa reflks). 
d. Flat electroencephalogram / EEG (kerusakan otak). 
  Sebuah penelitian menunjukkan di Amerika Serikat pendapat masyarakat 
60%, (sementara di Cina 89%) setuju dilakukannya Euthanasia. Jawaban setuju di 
kalangan responden di Amerika Serikat itu setidaknya dilandasi tujuh alasan berbeda 
untuk mendukung pembunuhan atas dasar belas kasihan (Euthanasia), yaitu: 
                                                          




a. Tesis filosofis bahwa setiap pribadi rasional mempunyai hak yang tak dapat 
dialihkan dan tak dapat dikurangi untuk membunuh dirinya. 
b. Anggapan mengenai kepemilikan anggapan bahwa kehidupan seseorang 
merupakan miliknya sendiri. 
c. Fakta materi, sejumlah penyakit dirasa membuat rasa amat menderita. 
d. Keputusan yang mengakibatkan sejumlah kehidupan, kendatipun bukan karena 
sakit, tidak mempunyai arti. 
e. Pendapat bahwa ketergantungan pada perhatian orang-orang lain itu merendahkan 
dan tidak pantas. 
f. Gagasan bahwa teknik medis modern memaksa kita untuk menerima 
pembunuhan belas kasih dalam banyak kasus. 
g. Teori filosofis mengenai tindakan dan kelalaian.41 
Negara bagian Australia, Northern Territory sesungguhnya menjadi tempat 
pertama di dunia dengan UU yang mengizinkan Euthanasia dan bunuh diri 
berbantuan, meski reputasi ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1995 Northen 
Territory menerima UU yang disebut Right of the Terminally III Bill (UU tentang hak 
pasien terminal). Penetapan ini membuat Bob Dent seorang penderita kanker prostat 
orang pertama yang mengakhiri hidupnya dengan jalan Euthanasia. 
Kamis 2 Januari Janet Mills (52 tahun) mengikuti jejak Bob melakukan 
Euthanasia karena telah 3 tahun lamanya mengidap penyakit Mycosis Fungoides. 
                                                          
41




Penderitaan yang dialaminya berupa gatal-gatal diikuti rontoknya kulit, bau busuk, 
sprei yang dijadikan alas tidur penuh darah. Undang-undang ini kemudian beberapa 
kali dipraktekkan, tetapi bulan maret 1997 ditiadakan oleh keputusan Senat Australia, 
sehingga harus ditarik kembali.
42
 Pada tanggal 5 November 2006, kolase Kebidanan 
dan Kandungan Britania Raya (Britain‟s Royal Collage of Obstetricians and 
Gynaecologists) mengajukan sebuah proposal kepada Dewan Bioetik Nuffield 
(Nuffield Council on Bioethics) agar dipertimbangkannya izin untuk melakukan 
Euthanasia terhadap bayi-bayi yang lahir cacat (Disabled Newborns). Proposal 
tersebut bukanlah ditujukan untuk melegalisasi Euthanasia di Inggris melainkan 
semata guna memohondipertimbangkannya secara seksama dari sisi faktor 
“kemungkinan hidup si bayi” sebagai suatu legitimasi praktik kedokteran. 
Namun hingga saat ini Euthanasia masih merupakan suatu tindakan melawan 
hukum di kerajaan Inggris demikian juga di Eropa (selain daripada Belanda). 
Demikian pula kebijakan resmi dari Asosiasi Kedokteran Inggris (British Medical 
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C. Konsep Euthanasia dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam 
a. Konsep Euthanasia dalan Hukum Nasional 
 Di Negara-negara Eropa tindakan Euthanasia mendapatkan tempat tersendiri 
yang diakui legalitasnya. Tentunya dalam melakukan tindakan Euthanasia harus 
melalui prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar Euthanasia 
bisa dilakukan. Ada tiga petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat 
prasarana luar biasa. Pertama, dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah 
tidak dapat disembuhkan lagi. Kedua, harga obat dan biaya tindakan medis sudah 
terlalu mahal. Ketiga, dibutuhkan usaha ekstra untuk mendapatkan obat atau tindakan 
medis tersebut. Dalam kasus-kasus seperti inilah orang sudah tidak diwajibkan lagi 
untuk mengusahakan obat atau tindakan medis.
44
 
 Meskipun Euthanasia bukan istilah yuridis, namun dalam Euthanasia 
mempunyai implikasi hukum yang sangat luas, baik hukum pidana atau hukum 
perdata. Oleh sebab itu perlu dicermati dengan sungguh-sungguh oleh semua praktisi 
kesehatan (dokter, perawat, bidan atau yang lain-lain). Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, di Indonesia seseorang dapat dipidana 
atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau karena 
kekuranghati-hatiannya. Pengeritan ini dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut.
45
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1. Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan siapa dan direncanakan 
menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan 
penjara selama-lamanya lima belas tahun.
46
 
2. Pasal 340 KUHP: Barang siapa direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa 
orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan 
hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara 
selama-lamanya dua puluh tahun.
47
 
3. Pasal 344 KUHP: Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas 
permintaan orang itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan dengan 
sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
48
 
4. Pasal 345 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lainuntuk 
membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya 
upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
49
 
5. Pasal 349 KUHP: Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun kurungan.
50
 
 Dari berbagai penjelasan dan gambaran tersebut, terlihat bahwa masalah 
Euthanasia merupakan masalah pelik yang harus dihadapi, karena menyangkut aspek 
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medis, moral, agama, sosio-budaya, dan lain-lain. Juga jika yang digunakan adalah 
pasal-pasal tersebut, maka petugas kesehatan sangat rawan posisi hukumnya. Tidak 
mudah menentukan sikap dalam masalah ini, karena diperlukan penelitian dari ahli 
hukum, kedokteran dan tokoh-tokoh masyarakat terhadap Euthanasia tersebut.
51
 
 Sebelum pasien memberikan persetujuan, dia harus terlebih dahulu 
memberikan penjelasan atau informasi yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan 
medik yang akan dijalaninya oleh dokter. Dokter tidak boleh melakukan tindakan 
medik tanpa memberi penjelasan terlebih dahulu. Persetujuan pasien itulah yang 
disebut informed consent atau persetujuan tindakan medik atau persetujuan tindakan 
kedokteran. Hal tersebut di atas juga terdapat dalam Undang-undang kesehatan yang 
terbaru yaitu UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) dan (2) 
Ayat (1) 
 Tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 harus 
memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, 





 Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud 




 Isi dari pasal itu bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode 
etik, standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Seperti 
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yang disebutkan bahwa tindakan medik didasarkan pada etika sehingga para petugas 
kesehatan harus memenuhi persyaratan kode etik. 
 Pasal 56 UU No. 36 Tahun 2009 mengenai perlindungan pasien, mengacu 
pada hak pasien akan informed consent. 
Ayat (1) 
 Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan 
pertolongan yang akan diberikan kepadanyasetelah menerima dan memahami 





 Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud ayat 




 Secara umum, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 
oleh karena itu jika terjadi pelanggaran hukum, hukum harus ditegakkan. Dalam hal 
penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian 
hukum, kemanfaatan dan keadilan.
56
 Dalam hal Euthanasia, dimana dalam hukum 
Nasional Indonesia belum ada pengaturannya secara eksplisit, maka diperlukan 
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 Menurut L. J van Apeldoorn, hukum adalah kekuasaan, yakni kekuasaan yang 
bercita-citakan keadilan. Dikatakan dicita-citakan karena keadilan yang sungguh-
sungguh tidak dapat dicapai oleh hukum,hal ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu 
hukum yang bersifat kompromi dan manusia tidak dikaruniai oleh Tuhan untuk 
mengetahui apa yang adil dan tidak adil dalam arti mutlak.
58
 Keadilan adalah “ruh” 
nya hukum, jadi keadilan harus lebih diutamakan dari pada kepastian hukum karena 
kepastian hukum hanyalah satudari unsur penegakan hukum, disamping kemanfaatan 
dari keadilan itu sendiri. Keadilan selain sebagai unsur dari penegakan hukum seperti 
halnya kepastian hukum, juga sebagai roh dari hukum itu sendiri. 
 Di Indonesia, kemanusiaan merupakan salah satu sila dalam pancasila, bahkan 
ada di urutan kedua setelah keTuhanan yang Maha Esa. Secara formil kemanusiaan 
harus lebih di utamakan dari pada kepastian hukum, dalam hal pelaksanaan 
Euthanasia. Dalam memandang secara filosofis, kemanusiaan merupakan hal yang 
berkaitan dengan perasaan seseorang melihat orang lain, yang dihubungkan dengan 
penderitaan orang yang dipandang tersebut, jadi kepentingannya untuk kedua belah 
pihak. Yang memandang akan melakukan sesuatu untuk menghilangkan atau setidak-
tidaknya mengurangi rasa iba yang ada dalam hatinya terhadap orang yang dipandang 
tersebut, sedangkan bagi yang dipandang, atau yang bersangkutan, apabila rasa iba 
dari yang memandang itu belum dinyatakan dalam tindakan, maka tidak ada artinya, 
tidak ada manfaat baginya sama sekali. Rasa kesenangan atau kesedihan dalam 
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 Hukum Nasional atau ius constitutum, adalah hukum yang berlaku sekarang 
bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang 
berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu daerah tertentu. Hukum 
Nasional dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, kedamaian, 
kejelasan status, kepastian kepemilikan, kepastian hak dan kewajiban warga negara, 
serta melindunngi semua kepentingan yang ada dalam suatu negara.
60
 
 Hukum merupakan unsur riil dalam unsur-unsur hukum, sedangkan ilmu 
hukum merupakan unsur idiil. Unsur riil ini terdiri dari manusia, kebudayaan materil 
dan lingklungan alam, sedangkan unsur idiil mencakup hasrat susila dan rasio 
manusia. Hasrat susila menghasilkan asas-asas hukum, sedangkan rasio manusia 
menghasilkan pengertian-pengertian hukum, misalnyasubyek hukum, hak, kewajiban 
dan seterusnya.
61
 Dalam hal Euthanasia, sebetulnya lebih mudah jika pembicaraannya 
dikaitkan dengan ilmu hukum, yaitu hukum alam, karena menurut Satjipto Rahardjo 
ide tentang hukum alam ini selalu saja muncul sebagai suatu manifestasi dari usaha 
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b. Konsep Euthanasia dalam Hukum Pidana Islam 
 Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama didunia, menghormati 
hak-hak setiap orang dan hal ini tercantum di dalam pasal 12 piagam tersebut. 
Dengan demikian dapat dipikirkan bahwa agama Islam secara yuridis saat itu sudah 
memperhatikan dan menghargai hak individu. Padahal saat itu Nabi pembawa Agama 
ini masih ada, bahkan masih dalam perkembangan awal Agama Islam, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penghormatan Islam terhadap hak-hak setiap orang tidak 
direkayasa, tidak dibuat untuk mengikuti perkembangan HAM di dunia Barat.
63
 
 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh 
Tuhan yang maha pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada 
kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan 
berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya, sebab apabila 
seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang 
lain, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
64
 
QS. Al-Mulk/67:2 : 
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Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu 




 Dalam ayat tersebut Allah SWT mengingatkan bahwa hidup dan mati di 
tangan Tuhan, yang ia ciptakan untuk menguji iman, amalan, dan ketaatan manusia 
terhadap Tuhan penciptanya. Islam sangat memperhatiakn keselamatan hidup dan 
kehidupan menusia sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya. 
 Perihal penalaran suatu permasalahan, tentu seseorang akan menggunakan 
iman dan akalnya, sehingga pada penalaran masalah euthanasia yang dihubungkan 
dengan Agama Islam, manusia dapat menggunakan iman dan akal tersebut. Begitu 
pentingya akal dalam Islam, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan agama itu 
ialah akal. Tidak ada agama pada orang yang tidak berakal.
66
 Allah menjanjikan akan 
mempermudah kematian orang yang beriman. Bagi orang yang dalam keadaan 
sekarat, tidak perlu dipercepat kematiannya, baik secara halus, Euthanasia umpama 
ataupun dibunuh secara kejam. Ia diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat atas 
segala dosa-dosa yang telah dikerjakan selama hidupnya di dunia, sehingga ia 
termasuk orang yang khusnul khatimah.
67
 Mati berkaitan dengan ajal, dan ajal hanya 
Allah lah yang menentukan. Manusia tidak berhak mempercepat atau 
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QS. An-Nahl/ 16:61 : 
                             
                       
Terjemahnya :  
Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan 
ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah 
menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah 
tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat 
mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.69 
 
HR. Bukhari 
 لاَقهْنَع ُهَّللا َيِضَر ٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَع ُّنِاَن ُبْلا ٌتِبَاث اَن َث َّدَح ُةَبْعُش اَن َث َّدَح ُمَدآ اَن َث َّدَح 
 ُب َلَ َناَك ْنَِإف َُهباَصَأ ٍّرُض ْنِم َتْوَمْلا ْمُُكدَحَأ ََّيََّ نَمَت َي َلَ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا َّد
 ًلِعَافاََ ِِ َِِّفَو َََو ِِ اًر ْ ي ََ  ُُ اََي ْ ا ْتَناَك اَم ِِ ِيْحَأ َّمُهَّللا ْْ ُق َيْل َف    ِِ اًر ْ ي ََ  ُُ َافَوْلا ْتَناَك                                                                 
Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami Tsabit Al Bunani dari Anas bin 
Malik radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian 
karena musibah yang menimpanya, kalau memang hal itu harus, hendaknya ia 
mengatakan; Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan 
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 Larangan untuk meminta atau mengharapkan kematian ini mencakup pula 
larangan untuk meminta bantuan kepada orang lain guna mempercepat kematiannya. 
Ini berarti bahwa Euthanasia itu jelas dilarang oleh Islam.
71
 
 Akan tetapi, sampai kapan pengobatan itu harus dilakukan terutama untuk 
pasien yang kondisi penyakitnya sudah sampai kepada tingkat tidak dapat diobati lagi 
atau sudah masuk kategori stadium akhir. Dalam hal ini tidak ada keterangan dari 
Rasulullah baik yang sifatnya memerintahkan melanjutkan pengobatan maupun yang 
melarang menghentikannya. Apabila masalahnya demikian, maka penyelesaiannya 
diserahkan kepada dokter yang mengobatinya dan pasien atau keluarganya. Apabila 
dokter menyatakan dan hal itu tentu saja merupakan hasil ijtihadnya bahwa penyakit 
tersebut sudah tidak bisa disembuhkan lagi atau sudah masuk dalam stadium akhir 
dan pihak pasien atau keluarganya meminta atau menyetujui dihentikannya upaya 
pengobatan, maka penghentian pengobatan tersebut hukumnya dibolehkan, meskipun 
akibatnya mungkin pasien akan meninggal. Dalam situasi dan kondisi demikian, 
tindakan yang bisa dilakukan oleh pasien atau keluarganya adalah bersabar dan 
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TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Pengertian Hukum Pidana Islam 
Hukum Pidana Islam  merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh 
Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari 
Al-qur‟an dan hadis. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang 
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. 
Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap 
manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu 
menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri 
maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yamg berkewajiban 
memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk 
kemaslahatan dirinya dan orang lain.
72
 
Konsep jinayah bersala dari kata jana, yajni yang berarti kejahatan, pidana, 
atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat 
menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun 
Hukum Pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup 
Hukum Islam terjemahan dari konsep „uqubah, jarimah, dan jinayah. Hukum Pidana 
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Islam berasal dari konsep Hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. 
Istilah-istilah tersebut antara lain : 
1) „Uqubah, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi 
Hukum Islam, al-„uqubah adalah Hukum Pidana Islam, yang meliputi hal-hal 
yang merugikan ataupun tindak kriminal. 
2) Jarimah, berasal dari akar kata jarama, yajrimu, jarimatan, yang berarti 
”berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas 
pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga 
berasal dari kata ajrama yajrima yang berarti “melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan kebenaran, keadian, dan menyimpang dari jalan lurus.
73
 
Secara etimologis Pidana Islam dalam kosa kata bahasa Arab adalah „uqubah. 
„Uqubah, menurut bahasa yaitu pembalasan dengan keburukan (siksaan), hukuman, 
pidana, balasan dan menahan. Sedangkan secara terminologi yaitu balasan yang 




B. Objek Pembahasan Hukum Pidana Islam 
Sebagaimana yang telah disebutkan, pengertian jarimah ialah larangan-
larangan Syara‟ yang diancam hukuman had atau hukuman ta‟zir. Larangan tersebut 
adakalanya berupa perbuatan yang diharamkan, atau meninggalkan yang disuruh. 
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Juga telah disebutkan, bahwa dengan penyebutan kata-kata Syara‟, dimaksudkan 
bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara‟, 
dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah, apabila diancam 
hukuman terhadapnya. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut 
datang dari Syara‟ maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan 
kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (taklif), sebab 
pembebanan itu artinya penggilan (khitab), dan selain orang seperti hewan dan 




Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang 
dituangkan dalam syara‟ ataupun yang tidak terdapat nash hukumnya. Ditinjau dari 
segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-qur‟an dan Al-hadis dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu : 
1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisas, diyat, dan kafarah. Misalnya 
hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, dan pembunuh. 
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman ta‟zir, seperti 
percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi 
palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan. 
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Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh  
jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu Al- rukn al- syar‟i atau unsur 
formil, Al-rukn al- madi atau  unsur materiil, dan Al-rukn al-adabi  atau unsur moril. 
Al-rukn al-syar‟i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa 
seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang 
secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Al-rukn 
al-madi atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat 
dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang 
bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif 
dalam melakukan sesuatu). Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang 
dinyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak 
dibawah umur atau sedang berada di bawah ancaman.
76
 
Itulah objek kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak 
pidana atau arkan al-jarimah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pembahasan, 
dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau al-rukn al-madi, maka 
objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut: 
1. Jarimah qishash yang terdiri atas: 
a. Jarimah pembunuhan. 
b. Jarimah penganiyaan. 
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2. Jarimah hudud yang terdiri atas : 
a. Jarimah zina. 
b. Jarimah qadzf (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina). 
c. Jarimah syurb al-khamr (meminum minuman keras). 
d. Jarimah al-baghyu (pemberontakan). 
e. Jarimah al-riddah (murtad). 
f. Jarimah al-sariqah (pencurian). 
g. Jarimah al-hirabah (perampokan). 
3. Jarimah ta‟zir, yaitu semua tindak pidana yang secara tidak tegas diatur 
olehAl-qur‟an atau Hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan
 oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak 




C. Sejarah dan Kedudukan Hukum Pidana Islam 
Para ahli Islam berpendapat bahwa Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam 
(Al-qur‟an dan Al-hadis) sehingga biasa disebut Law is religion. Selain itu, hukum 
Islam biasa disebut Islamic law dan Islamic jurispridance. Islamic law disebut syariat 
islam dan Islamic jurispridance disebut fikih. Syari‟ah dalam pengertian etimologi 
adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat islam. Syari‟ah dalam pengertian 
terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur manusia dengan Allah, 
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hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia 
dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.
78
 Pembahasan pertama yang berkaitan 
dengan sumber Hukum Islam adalah membicarakan tentang Allah sebagai salah satu 
kajian filsafat terutama filsafat Hukum Islam. Dalam konsep hukum Islam, 
pembahasan hukum meliputi hal-hal yang berhubungan dengan istilah hukum, hakim, 
mahkum fih, dan mahkum alaih. Yang perlu diuraikan bukan hukum melainkan 
hakim, yaitu pihak yang menetapkan hukum atau pembuat hukum dan menetapkan 
baik buruknya suatu perbuatan. Dalam prinsip hukum Islam, hakim adalah Allah 
SWT. Alasan bahwa hakim yang pertama harus dibahas karena tanpa hakim maka 
hukum Islam tidak ada. Guna membawa dan menyampaikan hukum atau syariat 




Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini akan 
mengantarkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik lahir dan batin. Al-qur‟an 
dan Hadis selain sebagai sumber Hukum, juga mengandung ajaran-ajaran yang sarat 
dengan petunjuk-petunjuk yang ideal dan agung, seimbang dan memenuhi kebutuhan 
material dan spiritual. Gambaran Islam yang ideal tersebut, telah terbukti dalam 
sejarah yaitu sekitar Tahun 650-1250 M. Umat islam saat itu membuktikan dengan 
jelas misi kemanusiaan dari ajaran Islam dimaksud. Pada masa itu, Islam telah 
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memberikan rahmat dalam bidang ilmu pengetahuan, kemakmuran, peradaban, dan 
sebagainya.
80
 Periodesasi hukum Islam pada periode Nabi pada periode pertama, 
ialah periode pertumbuhan, yakni masa Rasulullah yang lamanya 22 tahun dan 
beberapa bulan, sejak dari tahun 13 sebelum Hijriah sampai dengan tahun 11 Hijriah, 
atau tahun 611 M/ 632 M. periode kedua ialah periode Sahabat dan Tabi‟in, yakni 
periode para Khulafaur Rasyidin dan Amawiyin, yang berlangsung dari tahun 11 H 
(632 M) samapai tahun 101 H (720 M). Periode ketiga ialah, periode kesempurnaan, 
yakni periode Imam-imam mujtahidin, yaitu masa keemasan Daulah Abbasiyah. 
Periode ini berlangsung kurang lebih 250 tahun, yakni sejak tahun 101 H (720 M) 
sampai tahun 350 H (961 M). Periode keempat ialah, periode kemunduran dan 
periode taqlid atau periode jumud, beku, statis, dan berhenti pada batas-batas yang 
telah ditentukan oleh ulama-ulama dahulu dengan tak mau beranjak lagi, yaitu sejak 
pertengahan abad keempat Hijriah atau tahun 351 H. yang sampai sekarang pun 
masih banyak terdapat luas perkembangannya dalam masyarakat. Periode kelima 
ialah, periode kebangunan atau periode renaisassance.
81
 
Semua ulama sepakat bahwa Al-qur‟an merupakan ajaran Islam sekaligus 
sumber Hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Landasan dan dalil 
bahwa Al-qur‟an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam adalah banyaknya ayat 
Al-qur‟an yang menetapkan demikian. Al-qur‟an sebagai kitab suci dan sumber yang 
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utama diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dalam bentuk wahyu 
dan divisualkan dalam bentuk huruf arab kemudian dikodifikasikan dalam bentuk 
mushaf. Mushaf berisi ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah atau ayat-ayat 




Sejak wafatnya Rasulullah pada tahun 11 H, dan berakhir pada abad 1 H. 
periode ini dinamakan periode Sahabat, sebab kekuasaan perundang-undangan dalam 
periode ini dipegang oleh sahabat Rasulullah. Diantaranya ada yang hidup sampai 
puluhan terakhir dari abad 1 H seperti sahabat Anas bin Malik wafat tahun 93 H (316 
M). Periode ini adalah priode penerangan undang-undang (yang diterima dari 
Rasulullah), dan terbukanya pintu-pintu penggalian hukum terhadap peristiwa yang 
tidak ada ketentuan hukumnya (yang jelas). Dan tokoh-tokoh sahabat pada masa ini 
timbul banyak pendapat dalam menginterpretasi nash-nash hukum Al-qur‟an dan As-
sunnah yang bisa dianggap sebagai pandangan Yuridis bagi penafsiran dan komentar 
beberapa nash. Dan dari beliau-beliau itu timbul fatwa-fatwa hukum dalam berbagai 
masalah yang tak ada nashnya (yang jelas tentang hal itu), yang kemudian bisa 
dianggap sebagai dasar dalam berijtihad dan mengambil suatu hukum.
83
 
Alqur‟an mengatur hukum yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah 
kepada Allah yang bersifat vertikal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan 
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interaksi kemanusiaan yang bersifat horizontal. Kandungan yang terakhir ini meliputi 
masalah keluarga, kepidanaan, keperdataan, dan sebagainya. Al-qur‟an sebagai 
sumber hukum dari segala sumber hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan 
peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan., termasuk 
persoalan yang memerlukan ijtihad para ulama. Dalil-dalil yang digali dari Al-qur‟an 
mayoritas bersifat kulliyat atau umum dapat ditakhsiskan atau terdapat dalil juz‟iyah 
yang mengkhususkan perihal hukum tertentu, baik oleh ayat Al-qur‟an maupun hadis. 





                       
       
Terjemahnya : 
Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus 
dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal 




Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-qur‟an merupakan petunjuk bagi orang-
orang yang beriman. Menurut ulama ushul fiqh, ayat itu dapat dimaknai bahwa Al-
qur‟an menjadi patokan atau kaidah dan tatanan hukum untuk manusia dalam 
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Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-qur‟an terdiri atas ayat-ayat yang 
memerintah, melarang, menganjurkan, dan memberikan berbagai pilihan untuk umat 
manusia. Gambaran bahwa Al-qur‟an sebagai sumber hukum Islam berkaitan dengan 
perintah-perintah Allah yang mewajibkan umat Islam melaksanakannya adalah 
sebagai berikut: 
Ayat yang berkaitan dengan perintah untuk menegakkan keadilan dan 
menjalankan amanah 
QS. An-Nahl/16:90: 
                        
              
Terjemahnya : 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 






                        
                        
Terjemahnya : 
Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, 
kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya 
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mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya 
mempunyai isteri-isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat 




Dua ayat diatas menunjukkan bahwa Al-qur‟an menyuruh umat manusia, 
terutamayang beriman agar menegakkan hukum dengan adil dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan. 
Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT yang 
terdapat dalam Al-qur‟an dan Hadis. Dalam beberapa jenis hukum yang harus 
dilaksanakan tanpa reserve adalah hukum jinyah yang nashnya sudah pasti dan jelas, 
misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinaan, pencurian, 
perampokan dan pemberontakan kepada Rasulullah SAW. A. djazuli menjelaskan 
bahwa dalam hukum Pidana Islam diatur tata cara menjaga dan melindungi hak 
Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak 
diperkenankan menurut hukum. Sebagai undang-undang yang berkaitan dengan 
hukum pidana, dalam fiqh jinayah dibahas asas-asas hukum pidana Islam dan 
dibicarakan tentang pengertian tindakan pidana (jarimah).
89
 Disamping itu, produk 
pemikiran hukum dalam hukum pidana Islam bukan hanya merupakan hasil kajian 
rasio manusia, melainkan juga berdasarkan petunjuk wahyu dan pernyataan Nabi 
Muhammad SAW sehingga bersifat normatif dan cultural, yaitu pada satu sisi 
pemberlakuannya merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT dan pada sisi lain 
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dalam pelaksanaannya mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta wilayah Negara 
tertentu. Selain itu, ciri utama hukum Islam mengutamakan kemanusiaan, keadilan, 
persamaan derajat, cinta, dan kasih sayang antar sesama manusia, seperti 
diungkapkan oleh Nurcholish Madjid ”hukum dalam Al-qur‟an mengandung unsur 
ketegaran dalam menegakkan keadilan, sekaligus kelembutan dalam semangat 
prikemanusiaan”. 
Kedudukan inti hukum pidana Islam terletak pada hal-hal berikut: 
1) Penciptaan keadilan Ilahiah dan Insaniah. 
2) Penciptaan kemanusiaan universal. 
3) Penghapusan dosa-dosa duniawi. 
4) Pelaksanaan keamanan sejati di dunia. 
5) Perwujudan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. 
6) Pelaksanaan lembaga peradilan yang bermartabat dan berkeadilan. 
7) Pelaksanaan asas persamaan hak dan kewajiban atas nama hukum. 
8) Perwujudan tanggung jawab manusia dalam segala bentuk perbuatan. 
9) Perwujudan tujuan hukum, yakni menjerakan pelaku kejahatan.90 
D. Sistem Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Islam 
Banyak sekali pemahaman mengenai defenisi sistem, setiap pakar 
memberikan masing-masing pendapatnya, namun dapat kiranya jika pemahaman 
tentang sistem adalah sebagai berikut:”sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang 
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terbentuk dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama yang lain saling bergantung 
(interdependence of its parts), satu kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk 
satu kesatuan lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (the 
whole is more than the sum of its parts), keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap 
bagian pembentuknya (the whole determines the natures of its parts) bagian 
keseluruhan itu tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (the parts 
cannot be understood if considered in isolation from the whole), bagian-bagian itu 




Hukum Nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah 
Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga 
Negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Untuk mewujudkan 
satu hukum Nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa 
dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum 
yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. 
Pembangunan hukum Nasional akan berlaku bagi semua warga Negara tanpa 
memandang agama yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati karena di 
antara agama yang dipeluk oleh warga Negara Republik Indonesia ini ada agama 
yang tidak dapat diceraipisahkan dari hukum. Agama Islam, misalnya adalah agama 
yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain 
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dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang 
sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum Nasional di Negara yang 
mayoritas penduduknya beragam Islam seperti Indonesia ini, unsur-unsur hukum 
agama itu harus benar-benar diperhatikan.
92
 
Hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-
peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan 
hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum 
lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan 
suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang 
mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 
kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur 
yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.
93
 
Apabila berbicara mengenai hukum pidana, konsekuensi dari hal tersebut 
adalah bahwa setiap hal-hal atau perbuatan yang melanggar hukum maka akan 
menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Perbuatan melanggar hukum di dalam 
Hukum Nasional yang berlaku di suatu Negara pada prinsipnya berbeda dengan 
perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam Hukum Islam. Cakupan 
melanggar Hukum Nasional hanya terbatas kepada perbuatan yang salah atau 
melawan hukum terhadap bidang-bidang hukum tertentu seperti bidang hukum 
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pidana, perdata, tata usaha Negara, hukum pertanahan dan sebagainya. Sedangkan di 
dalam Hukum Islam, terhadap hal-hal yang dianggap salah satu melanggar hukum 
adalah sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syari‟at, yang dasar 
hukumnya dapat ditemui di dalam Al-qur‟an, Hadist, maupun Ijtihad para ulama. 
Ketentuan-ketentuan syari‟at ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan muamalah 
saja, tetapi juga menyangkut ibadah yang pada dasarnya pelanggaran terhadap 
ketentuan tersebut semuanya akan mendapatkan hukuman, meskipun hukuman 
terhadap perbuatan tersebut ada yang diterima di dunia maupun ada hukuman yang akan 
diberikan di akhirat kelak.94 
Jika berbicara mengenai Hukum Pidana Islam atau yang dinamakan Fikih 
Jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum 
syara‟ yang berkitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan 
hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dali yang terperinci. Jadi, secara garis 
besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari Hukum Pidana 
Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya. Namun jika 
melihat cakupan yang lebih luas lagi, maka cakupan Hukum Pidana Islam pada 
dasarnya hampir sama dengan yang diatur di dalam Hukum Pidana Nasional, karena 
selain mencakup masalah tindak pidana dan hukumnya juga disertai dengan 
pengaturan masalah percobaan, penyertaan, maupun gabungan tindak pidana. 
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Salah satu hal mengenai Islam yang tidak mungkin diingkari ialah 
pertumbuhan agama itu bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem 
politik yang diilhaminya. Sejak Rasulullah SAW melakukan Hijrah dari Mekkah ke 
Yastrib yang kemudian diubah namanya menjadi Madinah hingga saat sekarang ini 
dalam wujud sekurang-kurangnya Kerajaan Saudi Arabia dan Republik Islam Iran, 
Islam menampilkan dirinya sangat terkait dengan masalah kenegaraan.
95
 Hukum 
Muslim (Muslim Law) atau Hukum Islam (Islamic Law), di Arab disebut “syari‟ah” 
(jalan yang benar). Hukum Muslim adalah sistem aturan-aturan hukum agama. 
Karena alasan-alasan yang wajar, syari‟ah berperan penting terutama dalam wilayah-
wilayah hukum Islam, terutama dalam wilayah hukum keluarga, hukum waris, dan 
sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum pidana.
96
 
Hukum Pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT yang 
terdapat dalam Al-qur‟an dan Hadist. Dalam beberapa jenis hukum yang harus 
dilaksanakan tanpa reserve adalah hukum jinayah yang nashnya sudah pasti dan jelas, 
misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinaan, pencurian, 
perampokan, dan pemberontakan kepada Rasulullah SAW, akan tetapi, pelaksanaan 
Hukum Pidana Islam tidak mudah. Hal ini terbukti di Indonesia, yang mayoritas 
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penduduknya beragama Islam, upaya pemberlakuan syari‟at Islam, khususnya 
Hukum Pidana Islam masih menuai kontroversi, bahkan banyak pertentangan.
97
 
 Dengan memperhatikan objek kajian dalam Hukum Pidana Islam, kedudukan 
Hukum Pidana Islam sangat mendukung eksistensi di tengah kemajemukan 
masyarakat dalam pergaulan dunia internasional. Terlebih, jika Hukum Pidana Islam 
mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Negara yang 
penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukum ini menjadi 
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ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG EUTHANASIA 
A. Pandangan Islam Tentang Kehidupan dan Kematian 
Sebetulnya nyawa seseorang itu milik siapa? Apakah milik dari pribadi orang 
itu ataukah milik keluarganya atau milik dari kedua-duanya. Pada masyarakat barat 
dimana masyarakatnya individualistis, maka nyawa seseorang jelas milik 
perseorangan atau individu yang bersangkutan, tetapi pada masyarakat kolektif 
nyawa seseorang merupakan milik individu dan keluarga. Di Indonesia dapat 
dikatakan bahwa nyawa seseorang bukan hanya milik orang itu sendiri, tetapi juga 
milik keluarganya dan bahkan masyarakat. Dengan demikian kehilangan nyawa 
seseorang juga akan dirasakan oleh seluruh keluarga atau bahkan masyarakat. 
Tentang memperlakukan nyawanya sendiri, di Indonesia masih memberlakukan 
hukuman mati. Seseorang yang sudah dijatuhi hukuman mati sudah tidak berhak 
memperlakukan nyawanya sendiri, hak tersebut sudah diambil oleh Negara, demi 
hukum. Selagi masih bebas, secara hukum di Indonesia seseorang dapat 
menghilangkan nyawanya sendiri atau bunuh diri. Hal ini terbukti tidak adanya 
larangan untuk bunuh diri, sehingga orang yang mengadakan percobaan bunuh diri, 
kalau tidak berhasil tidak ada ancaman pidananya.
98
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Namun di dalam syari‟at Islam perbuatan bunuh diri itu dilarang, selain 
melarang dilakukan pembunuhan terhadap orang lain, syari‟at Islam juga melarang 
dilakukannya perbuatan bunuh diri, ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut. 
QS. An-Nisa/4:29: 
                            
                      
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 





Nyawa merupakan anugerah Tuhan, yaitu menyatunya roh dan jasmani, 
dengan menyatunya roh dan jasmani terdapat jiwa sehingga manusia bisa hidup. 
Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa 
sebagai pemberian Tuhan tersebut. Tindak pidana terhadap nyawa disini akibat yang 
timbul adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini 
dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat yang 
mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan 
cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Apakah 
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dengan cara memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun dan menenggelamkan 
dalam laut atau dalam air, dan sebagainya.
100
 
Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang 
dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah 
dalam Al-qur‟an surah Al-maidah ayat 30 berikut. 
QS. Al-Maidah/5:30: 
                      
Terjemahnya : 
Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh 





Dalam ayat selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan 
terhadap seseorang berarti sama dengan menbunuh manusia secara keseluruhan. 
QS. Al-Maidah/5:32: 
                           
                              
                       
   
Terjemahnya : 
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
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Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang 
kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 
yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 




Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, 
atau cara membunuh.
103
 Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, 
menghilangkan (meghabisi, mencabut) nyawa. Wahbah Zuhaila  yang mengutip 
pendapat Syarbini Khatib mendefenisikan pembunuhan adalah perbuatan yang 
menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Abdul Qadir Audah memberikan 
defenisi pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan kehidupan yakni 




Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana dalam 
bentuk pokok (doodslag). Tindak pidana ini diatur dalam pasal 338 KUHP. Adapun 
unsur-unsurnya, unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur 
subjektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.
105
 Dalam Islam membunuh 
orang adalah dosa besar selain dari ingkar. Karena kejinya perbuatan itu, juga untuk 
menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah yang maha adil dan maha 
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mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar 
itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukkan ke dalam neraka diakhirat nanti.
106
 
Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam 
melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi: 
disengaja, menyerupai sengaja , dan pembunuhan karena kesalahan. 
1. Pembunuhan Sengaja  
Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh 
korban.
107
Pembunuhan sengaja dalam hukum Nasional diatur dalam pasal 338 KUHP 
Pidana. Pasal tersebut berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa 
orang lain, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima belas tahun”108 
Pembunuhan sengaja dalam Hukum Pidana Islam, diancam dengan hukuman 
qisas. Jenis hukuman qisas untuk pembunuhan ini adalah hukuman mati.
109
 Hukuman 
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                                  
                                    
                        
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 





Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. Qisas itu tidak dilakukan, bila 
yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan 
membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, 
umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh 
hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-
nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum 
ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah 
menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qisas dan di akhirat Dia mendapat 
siksa yang pedih. 
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2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja 
Pembunuhan Menyerupai sengaja menurut Hanafiyah seperti yang dikutip oleh 
Abdul Qadir Audah, adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul 
korban dengan tongkak, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan 
kematian.
111
 Dalam hukum Nasional tidak ada istilah pembunuhan menyerupai 
sengaja, yang ada dan mungkin mirip dengan pembunuhan menyerupai sengaja ini 
adalah penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Ancaman hukuman 
untuk tindak pidana ini adalah pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Ketentuan 
ini tercantum dalam pasal 351 ayat 3 KUHP Pidana yang berbunyi “Jika perbuatan 
itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan penjara selama-
lamanya tujuh tahun”.112 
Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan menyerupai sengaja ini dikemukakan 
oleh jumhur ulama, yang terdiri dari Imam Abu Hanafiah, Syafi‟I dan Ahmad bin 
Hambal. Imam Malik tidak mengakui pembunuhan menyerupai sengaja ini, dan 
memasukkannya ke dalam kelompok pembunuhan sengaja. Hukuman pokok untuk 
tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja adalah diat. Dalam tindak pidana 
pembunuhan, diat diserahkan kepada keluarga (wali) si korban, karena si korban 
sendiri telah meninggal dunia dan dasar hukumnya adalah sebagai berikut. 
QS. An-Nisa/4:92:  
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                              
                            
                      
                              
             
Terjemahnya:  
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat  yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) 
antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat 
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan 
hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka 
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk 







3. Pembunuhan Karena Kesalahan 
Pembunuhan karena kesalahan sebagaimana yang diungkapkan Sayid Sabiq 
adalah apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk 
dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran tetapi 
kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya. 
Sedangkan Wahbah Zuhaili memberikan defenisi pembunuhan karena kesalahan 
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adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam 
perbuatan maupun objeknya.
114
 Pembunuhan karena kesalahan dalam hukum 
Nasional (KUHP) disebut dengan “karena salahnya mengakibatkan orang mati” atau 
menyebabkan orang mati karena kekhilafan. Hukuman untuk tindak pidana 
pembunuhan karena kesalahan dalam hukum Pidana diatur dalam pasal 359 KUHP 
Pidana pasal tersebut berbunyi “Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan 
orang mati dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana 
kurungan selama-lamanya satu tahun.
115
 
Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman pokok untuk pembunuhan karena 
kesalahan adalah hukuman diat dan hukuman kifarah. Hukuman-hukuman tersebut 
didasarkan kepada firman Allah sebagi berikut. 
QS. An-Nisa/4:92: 
                              
                            
                      
                              
             
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Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat  yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) 
antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat 
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan 
hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka 
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk 





Apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab, maka 
hukuman pengganti untuk diat tidak ada, karena para fuqaha sepakat untuk tidak 
memberlakukan hukuman ta‟zir dalam pembunuhan karena kesalahan, adapun 
pengganti hukuman kifarat adalah puasa dua bulan berturut-turut, sesuai dengan 
firman Allah. 
QS.An-Nisa/4:92: 
                              
                            
                      
                              
             
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Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat  yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) 
antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat 
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan 
hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka 
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk 





Hukuman tambahan untuk tindak pidana pemnunuhan karena kesalahan ini 




B. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Euthanasia 
Salah satu tujuan disyariatkannya agama Islam adalah untuk memelihara jiwa 
manuasia. Dalam rangka memelihara jiwa ini, manusia diperintahkan melakukan 
upaya-upaya guna mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diperintahkan 
untuk makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Apabila ia sakit maka ia 
diperintahkan untuk berobat. Disyariatkannya hukuman qisas dan diat bagi pelaku 
tindak pidana pembunuhan, juga dalam rangka menegakkan kehidupan ini, 
sebaliknya perbuatan-perbuatan yang akan merusak kehidupan manusia, seperti 
pembunuhan, dilarang untuk dilakukan dan diwajibkan bagi manusia untuk 
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menolaknya. Dalam Kitab suci Al-qur‟an, banyak sekali ayat-ayat yang melarang 
pembunuhan, bahkan mengancamnya dengan hukuman 
Mengenai pembunuhan,Islam menyatakan bahwa bagi yang membunuh 
tergantung tiga macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris dan hak yang dibunuh. 
Oleh karena itu apabila dia bertobat dan meyerahkan kepada ahli waris yang dibunuh, 
dia terlepas dari hak Allah dan hak ahli waris, baik mereka melakukan qisas ataupun 
mereka mengampuninya dengan membayar denda atau disebut diyat maupun tidak 
membayarnya. Perihal Euthanasia, justru yang meminta pasien atau 
keluarganyadengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, kalaupun dokter 
dianggap sebagai pembunuh, tentu dia akan menyerahkan diri kepada ahli waris dan 
dapat terjadi semacam perjanjian bahwa keluarga pasien akan mengampuninya dan 
tanpa membayar denda. 
 
QS. Al-Isra/17: 31: 
                              
  
Terjemahnya : 
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
119
 
Di samping itu, permintaan untuk dilakukannya Euthanasia baik oleh pasien 
maupun keluarganya, mencerminkan sikap dan perasaan putus asa. Sikap semacam 
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ini tentu saja tidak disukai dan dilarang oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana 
dijelaskan dalam firmannya. 
QS. Yusuf/12:87 : 
                              
              
Terjemahnya : 
Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan 
saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 




Sehubungan dengan hal tersebut, AR. Fachruddin yang dikutip oleh Imron 
Halimi mengemukakan bahwa dilihat dari aspek Agama Islam, Euthanasia untuk 
menolong  si penderita ditolak dengan tegas, sebab orang yang sudah koma tidak 
dapat merasakan apa-apa lagi. Mungkin malah justru orang yang masih hiduplah  
yang merasa menderita.
121
 Larangan untuk meminta atau mengharapkan kematian ini 
mencakup pula larangan untuk meminta bantuan kepada orang lain guna 
mempercepat kematiannya. Ini berarti bahwa Euthanasia itu jelas dilarang oleh Islam. 
Kematian itu sendiri menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh 
Ibraim Muhammad Al-Jamal, adalah terpisah atau keluarnya ruh dari jasad manusia. 
Menurut pandangan Islam, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani (jasad) 
dan unsur rohani (ruh). Apa yang dikemukakan oleh pengetahuan biomedis dalam 
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diri manusia seperti darah, jantung, paru-paru, batang otak, dan sebagainya semuanya 
adalah kompomen jasmani (jasad), sedangkan unsur yang kedua yaitu ruh memang 
tidak dikenal oleh pengetahuan biomedis. Hal ini disebabkan karena ruh termasuk 
benda gaib ysng tidak dapat terdeteksi oleh pengetahuan manusia kecuali hanya 
sedikit sekali. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam firmannya. 
QS. Al-Isra‟/17:85:  
                       
Terjemahnya : 
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk 





Berdasrakan Al-Qur‟an surah Al-Isra ayat 85 tentang ruh, dapatlah ditegaskan 
bahwa masalah pemberian ruh  yang menyebabkan manusia hidup, dan 
pencabutannya merupakan wewenang Allah SWT bukan wewenang manusia, hal ini 
ditegaskan oleh Allah dalam firmannya. 
QS.A-Mulk/67:1-2: 
                                
                    
Terjemahnya : 
Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji 
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Al-Qur‟an surah Al-Mulk ayat 2 mengingatkan bahwa hidup dan mati di 
tangan Tuhan, yang ia ciptakan untuk menguji iman, amalan, dan ketaatan manusia 
terhadap Tuhan penciptanya. Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan 
kehidupan manusia sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya.
124
 
Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa menurut pandangan Islam, manusia 
tidak mempunyai hak untuk menentukan sendiri saat kematiannya, sebagaimana yang 
diakui oleh kalangan kedokteran. Oleh karenanya maka persetujuan yang diberikan 
oleh seorang pasien kepada dokter untuk membantu mempercepat kematiannya, 
merupakan suatu kejahatan dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh 
Agama Islam. Dengan demikian, dokter yang melakukan tindak pidana dan harus 
dijatuhi hukuman. Disamping itu, berkaitan dengan ajal bahwa sesungguhnya ajal 
hanya Allah lah yang menentukan. Manusia tidak berhak mempercepat atau 
memperlambatnya. Mempercepat ajal (kematian) berarti mendahului takdir. Hal ini 
dijelaskan oleh Allah dalam firmannya. 
QS. Yunus/10:49: 
                               
              
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Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak 
(pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". 
tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka 





Dengan demikian Euthanasia menurut Hukum Pidana Islam merupakan 
perbuatan yang dilarang, dan oleh karenanya ia termasuk tindak pidana yang harus 
dikenakan hukuman. Oleh karena korbannya meninggal maka perbuatan tersebut 
termasuk kepada tindak pidana pembunuhan. Euthanasia aktif ada yang dilakukan 
tanpa permintaan dari pihak pasien atau keluarganya, dan ada pula yang dilakukan 
atas permintaan pasien atau keluarganya. Jika Euthanaisa dilakukan atas inisatif 
dokter atau tenaga medis lainnya tanpa permintaan dari pasien atau keluarganya maka 
perbuatannya itu jelas merupakan pembunuhan dengan sengaja dan si pelaku (dokter 
atau tenaga medis lainnya) dapat dikenakan hukuman qisas. Apabila keluarga si 
korban memberikan pengampunan, maka hukuman qisas dapat diganti dengan 
hukuman diat. Apabila hukuman diat juga dibebaskan oleh pihak keluarga, maka 
hakim masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman ta‟zir, baik berupa denda, 
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A. Kesimpulan  
Setelah diuraikan permasalahan dalam penulisan ini, maka diperoleh beberapa 
kesimpulan antara lain: 
1. Konsep tentang Euthanasia 
Di Indonesia sendiri, dalam KUHP Pidana belum mengatur secara eksplisif 
dan khusus mengenai perbuatan Euthanasia, oleh karena itu jika terjadi kasus 
Euthanasia maka hukum yang diberlakukan masih sangat umum. Euthanasia 
dianggap sebagai pembunuhan, memenuhi rumusan beberapa pasal berikut : 
1) Pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan siapa dan direncanakan 
menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan 
penjara selama-lamnya lima belas tahun. 
2) Pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa direncanakan lebih dulu 
menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan 
(moord) dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup 
atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. 
3) pasal 344 KUHP yaitu pembunuhan atas permintaan korban yang berbunyi 
barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, 
yang disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum 




4) Pasal 345 KUHP tentang membantu seseorang untuk bunuh diri yang 
berbunyi barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh 
diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi 
bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. 
2. Kedudukan Euthanasia dalam Hukum Pidana Islam 
Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Euthanasia, terutama Euthansia aktif 
adalah diharamkan. Karena di dalam syari‟at Islam pembunuhan dan bunuh diri itu 
dilarang oleh agama Islam. Karena sesungguhnya hidup dan mati yang menentukan 
Allah SWT, bukan manusia. Disamping itu permintaan untuk dilakukannya 
Euthanasia baik oleh pasien maupun keluarganya  mencerminkan sikap orang yang 
putus asa. Sikap semacam ini tentu saja tidak disukai dan dilarang oleh Allah SWT. 
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Nya QS. Yusuf/12:87.Hidup dan mati 
di tangan Tuhan, yang ia ciptakan untuk menguji iman, amalan, dan ketaatan manusia 
terhadap Tuhan penciptanya. Hal ini sesuai firman Nya dalam QS. Al-Mulk/67:2. 
Allah menjanjikan akan mempermudah kematian seseorang yang beriman. Bagi 
orang dalam dalam keadaan sekarat, tidak perlu dipercepat kematiannya, baik secara 
halus seperti Euthanasia. Ia masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat atas 
dosa-dosa yang telah dikerjakan selama hidupnya di dunia. Mati berkaitan dengan 
ajal, dan ajal hanya Allah lah yang menentukan. Manusia tidak berhak mempercepat 







  Euthanasia merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum, dalam KUHP 
Pidana maupun Hukum Pidana Islam. Agar Euthanasia tidak terjadi pemerintah serta 
legislator perlu membuat dan mengatur secara tegas mengenai perbuatan Euthanasia 
karena untuk saat ini di dalam KUHP Pidana belum mengatur secara spesifik 
mengenai Euthanasia itu sendiri. 
  Sudah saatnya Hukum di Indonesia terutama dalam KUHP pidana mengatur 
Euthanasia secara eksplisit alasannya karna hukum akan ketinggalan dengan kondisi 
masyarakat jika tidak segera ada pengaturan, karna ilmu dan teknologi kedokteran 
semakin berkembang, selain itu dapat pula memberikan perlindungan kepada pasien 
terhadap proses Euthanasia.Selain itu untuk para tenaga kesehatan untuk lebih 
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